BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, yang dilakukan dengan observasi dan juga
wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Pelayanan SIM yang
berjalan di SATPAS (Satuan Pelayanan Administrasi SIM) Polres Subang.
Bentuk-bentuk Mal-Administrasi yang terjadi meliputi, Yang pertama adalah
terkait Masalah ketepatan Waktu, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan
dan perpanjangan SIM pelayanan yang terjadi tidak sesuai dengan standar
estimasi waktu yang ditetapkan, Dimana menurut standar pelayanan SIM yang
telah ditetapkan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan SIM baru dan alih
penggolongan SIM adalah selama 120 Menit, sedangkan untuk perpanjangan
SIM diberikan estimasi 30 Menit, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang
peneliti temui di lapangan tidak sesuai dengan standar waktu yang telah
ditentukan dan melenceng sangat jauh yaitu 3-5 Jam. Lalu ada bentuk Mal-
Administrasi terkait Keberpihakan yang dilakukan petugas SATPAS, dimana
saat melayani masyarakat masih adanya praktik persekongkolan antara
petugas, dan juga Nepotisme dalam pelayanannya, dimana kerabat/keluarga
kerap diberikan kemudahan. Yang ketiga yaitu bentuk pelanggaran terhadap
hukum, contoh pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelayanan SIM di
SATPAS Subang adalah praktik SIM tembak yang sudah menyalahi aturan dan
tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian No.5 tahun 2021 tentang Penerbitan

dan Pengadaan SIM, juga Kode Etik Profesi Kepolisian. Yang ke empat bentuk
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Mal-Administrasi terkait Kompetensi Petugas. Dari hasil penelitian dan
observasi yang dilakukan masih ada petugas yang tidak kompeten dan juga
bekerja diluar kompetensi dan kewenangannya, dimana saat diwawancara
terkait standar pelayanan SIM ada petugas yang tidak mengerti standarnya.
Yang ke lima, Bentuk Mal-Administrasi terkait Sikap Arogansi
pejabat/petugas, untuk poin ini yang peneliti temukan adalah petugas SATPAS
yang bertindak tidak layak juga menyalahgunakan wewenangnya dalam
melayani pembuatan SIM. Bentuk Mal-Administrasi yang terakhir adalah
Tindakan Korupsi yang dilakukan petugas di SATPAS (Satuan Pelayanan
Administrasi SIM). Hal ini dibuktikan dengan masih adanya praktik SIM
tembak dengan permintaan uang imbalan yaitu sebesar 700 ribu untuk SIM C
dan 800 ribu untuk SIM A, setelah pembuatan atau perpanjangan SIM selesai.
Untuk melihat apa saja Faktor penyebab terjadinya Mal-Administrasi

dalam pelayanan SIM peneliti membagi menjadi dua yaitu Faktor internal dan
Faktor Eksternal. Yang pertama Fakot internal dalam masalah Mal-Administrasi
dalam pelayanan SIM adalah Kurangnya kesadaran antara para pelayan SIM dan
Polisi yang bertugas, mereka tahu bahwa praktik SIM tembak merupakan hal
yang salah namun karena kemudahan dan sudah menjadi hal yang lumrah,
sehingga memicu keinginan petugas untuk mencari keuntungan. Kurangnya
Pengawasan juga menjadi faktor penyebab terjadinya Mal-Administrasi
sehingga dalam pelayanan SIM para petugas bebas melakukan praktik-praktik

Mal-Administrasi tersebut.
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Lalu ada faktor penyebab eksternal dimana faktor eksternal ini adalah
faktor penyebab yang muncul dari luar bukan dari petugas/Polisi. Peneliti
menemukan bahwa yang menjadi faktor eksternal dan penyebab terjadi Mal-
Administrasi adalah Masyarakat yang malas dan tidak mau mengikuti tes SIM,
sehingga memilih untuk nembak. Setelah diteliti dalam pembuatan SIM telah
tercipta pemikiran atau pola pikir bahwa tes SIM murni sulit dan tidak akan

lulus, hal ini membuat orang malas untuk mencoba dan menginginkan hal instan.

6.2 Saran

Melihat maraknya Mal-Administrasi yang terjadi di dalam pelayanan
SIM Polres Subang dari hasil penelitian ini Peneliti memberikan beberapa saran
agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi:

1. Penegakan Hukum. Dengan banyak terjadinya pungutan liar, SIM
tembak, dan praktik percaloan Dalam pelayanan SIM. Pihak
SATLANTAS (Satuan lalu lintas) dan SATPAS (Satuan Pelayanan
Administrasi SIM) Polres Subang perlu untuk melakukan evaluasi.
Agar pelayanan Satpas menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain
itu Perlu dilakukan Tindakan tegas kepada petugas dan oknum Polisi
yang terlibat terkait Mal-Administrasi yang terjadi dalam Pelayanan
SIM karena melanggar Peraturan Kepolisian No.5 tahun 2021 tentang
Penerbitan dan Penandaan SIM. Lalu perlu dibentuk dan memastikan
tim khusus untuk mengawasi proses berjalannya pelayanan SIM sesuai

standarnya agar terhindar dari praktik Mal-Administrasi.
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2. Pengawasan. Untuk masalah Mal-Administrasi seperti Pelanggaran
hukum, Korupsi petugas, dan juga Sikap menyalahi wewenang yang
terjadi di dalam pelayanan SIM di SATPAS Polre Subang, perlu
dilakukan pengawasan dan juga penindakan secara tegas dan ketat, agar
praktik seperti ini dapat dicegah dan diminimalisir. Pengawasan dapat
dilakukan dengan CCTV dan juga Dalam hal ini Ombudsman sebagai
Lembaga negara yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan
Pelayanan Publik seharusnya perlu melakukan Tindakan dan
pengawasan Yyang lebih terhadap berjalannya pelayanan SIM di
SATPAS Polres Subang. Karena Ombudsman yang berhak untuk
mengawasi dan menilai bagaimana kinerja dari pelayanan yang terjadi
di SATPAS (Satuan Pelayanan Administrasi SIM) Subang. Karena
masih marak terjadi Praktik SIM tembak, Calo, Pungli dan Tindakan
Mal-Administrasi lainnya. Dalam hal ini peneliti menyayangkan
minimnya pengawasan yang dilakukan oleh TIM Ombudsman.

3. Kapabilitas Pelayanan. Dalam menangani Masalah Mal-Administrasi
terkait ketepatan waktu peneliti menyarankan Untuk meningkatkan
kinerja jasa pelayanan SIM yang diberikan oleh SATPAS Perlu adanya
kepastian waktu dalam pengurusan SIM dengan menetapkan
target/sasaran mutu layanan terkait dengan waktu yang dijanjikan. Dan
untuk mempercepat proses pembuatan dan perpanjangan SIM di
SATPAS Polres Subang, jumlah kamera untuk pemotretan dan

pencetakan SIM di ruangan Cetak SIM perlu ditambah lagi. Karena
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hanya terdapat dua loket pemotretan namun yang beroperasi hanya satu
kamera saja, sehingga dalam tahapan pemotretan ini yang paling lama

memakan waktu dan membuat proses pelayanan SIM menjadi lambat.
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